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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 73 TAHUN 2016

TENTANG

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

SEBAGAI PENYEDIA JASA PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan ICAO

Universal Safety Oversight Audit Programe (USOAP) perlu

memperjelas pemisahan fungsi regulator dan penyedia

jasa penerbangan terhadap Balai Besar Kalibrasi Fasilitas

Penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Balai Besar Kalibrasi

Fasilitas Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa

Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4075);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang

Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian

dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 362);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BALAI

BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN SEBAGAI

PENYEDIA JASA PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang

melaksanakan kegiatan operasional tertentu dan/atau
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